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BUPATI KAMPAR

bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107
ayat [3} Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal
20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor
11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Atau
Penghapusan Sanksi administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah  Provinsi Sumatra Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
nomor 25 );

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)



Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa [Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembara
Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201]
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis  Pajak  Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2010 Nomor 1533, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 11);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF  PAJAK BUMI DAN  BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

tn

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kampar.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disinglkat
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kampar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yvang sclanjutnva disebut PBB-P2 adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
untuk sektor perdeseaan dan perkotaan kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
pajak daerah.

. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu} bulan

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
vang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang
terutang.



TLE

11.

1&.

13.

14.

15.

16,

17.

Tahun Pajak adalsh jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku vang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah vyang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak wyang
terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yvang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang
kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yvang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnyva sanksi administratif dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
vang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan pajak vang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Dacrah vang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda,

Sanksi administratii adalah tanggungan atau
pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa
denda sebesar 2% (dua perseratus) tiap bulan untuk
jangka wakm paling lama 24 [dua puluh empat) bulan.



15.

(1]

2]

(1)

Fiskus adalah pegawai pajak yvang membantu wajib
pajak/ subjeck pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan dengan cara membina pajak yaitu memberi
informasi terbaru mengenai Peraturan Perpajakan.

BAB 11
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak
YEOEg terutang menurut Peraturan Perundang-
Undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi
tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannva.
Bupati karena jabatannya dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan
pertimbangan tertentu,

Bagian Kedua
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Atas Permohonan Wajib Pajak
Paragraf 1
Umum
Pasal 3
Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
Pajak Daerah berupa bunga, denda dan kenaikan pajak
vang terutang dilakukan terhadap:
a. kekhilafan Wajib Pajak; atau
b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak.



{2}

(3)

14)

51]

(1)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam
STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} tidak dapat diajukan dalam hal :
a. wajib Pajak sedang melakukan upava hukum
perpajakan;
b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan
angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
€. kekhilatan Wajib Pajak yang terjadi merupakan
suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu
satu tahun pajak.
Surat keputusan angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] huruf b merupakan surat keputusan atas
angsuran terhadap SKPD [/ SPPT [/ SKFDKB /
SKPDEBT /8TPD/Surat Keputusan Pembetulan [/ Surat
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding /[
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Paragraf 2
Kekhilafan Wajib Pajak
Pasal 4

Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat (1) huraf a yakni :
a. dalam hal Wajnb Pajak tidak sadar atau lupa; atau
b. dalam hal Wajib Pajak pada kondisi tertentu sulit

untuk menentukan pilihan dalam memenuhi

kewajiban perpajakan, schingga mengakibatkan

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratil.



(2]

(3]

(4]

(=)

Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam
memenuhi  kewajiban  perpajakan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal Wajib Pajak
orang pribadi memiliki batasan kemampuan keuangan
schingga sulit menentukan pillhan untuk membiayai
musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam
memenuhi  kewajiban perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diakibatkan adanya peristiwa
sebagai berikut :

a. wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo
mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan,
bencana alam, atau sakit yang mengharuskan rawat
inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban perpajakan;

b. wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam
rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal
penyampaian STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau
SKPDKBT sampai dengan tanggal setelah jatuh
tempo pembayaran Pajak Daerah dimana wajib
pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan,
dan belum
terdaftar dalam akun pajak daerah online ; atau

c. wajib Pajak badan vang mengalami kerugian dan
kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya
schingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
atau Wajib Pajak orang pribadi yvang mengalami
kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari,

Wajib Pajak yang mengalami peristiwa scbagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan penghapusan

sanksi administratif.

Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf a dan ayat (3) huruf b

dan huruf ¢ diberikan pengurangan sanksi administratif

sebesar 50% (lima puluh persen).



(1)

(2]

(3]

(4]

Paragraf 3
Bukan Karena Kesalahan Wajib Pajak
Pasal 5

Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam hal

kesalahan administrasi oleh fiskus atau keadaan
lainnya  schingga mengakibatkan Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif,

Kesalahan administrasi oleh fiskus scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. keterlambatan petugas pajak dalam mengirimkan
STPFD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT
sehingga wajib pajak mendapatkan STPD, SPPT,
SKPD, SKPDKB atau SKPDKET pada saat atau
melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak
Daerah dalam Ihal wajib pajak belum terdaftar
dalam akun pajak daerah online;

b. wajib  Pajak vyang mengajukan permohonan
pengurangan  Pajak Daerah, namun keputusan
pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah
tanggal jatuh tempo pembayaran; atay

¢. penerbitan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau
SKPDKBT oleh fiskus terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
pencrapan Pératuran Perundang-Undangan
perpajakan daerah ,

Wajib  Pajak  yang mengajukan  permchonan

peHgurangan atau penghapusan sanksi administratif

karena kesalahan administrasi oleh fiskus schagaimana
dimaksud pada ayat (2] diberikan penghapusan sanksi
administratif,

Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam hal :

a. waylb Pgjak orang pribadi meninggal dunia dalam
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan



[3)

(5)

saat jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah
(pengajuan oleh ahli waris);

b, objek PBB-P2 sedang mengalami gugatan perkara
tanah di pengadilan;

c. objek pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang
berwenang, vang dibuktikan dengan surat
penyitaan;

d. wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif
karena keadaan yvang disebabkan oleh pihak ketiga
dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak dalam hal
terjadi gagal teknologi;

c. wajib Pajak dan/atau Objck Pajak yang dikenai
sanksi administratif mengalami force majeure
berupa musibah scperti terkena bencana alam,
kebalaran, banjir besar, huru-hara/kerusuhan
massal, atau kejadian luar biasa lainnva dibuktikan
dengan surat keterangan dari instansi yang
berwenang; (mempunyali kemampuan untuk
membayar);

Wajib  Pajak yang mengajukan  permohonan

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hurufl a sampai dengan huruf e diberikan
penghapusan sanksi administratif.

Wajib  Pajak yang mengajukan  permochonan

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] huruf d diberikan penghapusan sanksi
administratif dalam hal:

a. gagal teknologi terjadi sebelum jatuh tempo
pembayaran/daftar  ulang/perpanjangan  pajak
daerah; atau

b. gagal teknologi terjadi setelah jatuh tempo
pembayaran/daftar ulang/perpanjangan  pajak
daerah sebesar persentase sanksi administrati yvang



dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa
gagal teknologi.

(7) Wajib  Pajak vang mengajukan  permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
karena keadaan lainnya scbagaimana dimaksud pada
avat (4] huruf e dengan ketentuan sebagai berikut !

a. diberikan penghapusan sanksi administratif dalam
hal musibah yang terjadi mengakibatlean kerusakan
objek pajak lebih dari atau sama dengan 50 % (lima
puluh persen); atau

b. diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar
50 % (lima puluh persen) dalam hal musibah yang
terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak
kurang dari 50 % (lima puluh persen).

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Secara Jabatan
Pasal &

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati
dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(2) Penerbitan Keputusan Bupati dan/atau Kepala Badan
Pendapatan Daerah sebagaimana dimalksud pada ayat
(1), berdasarkan pada pertimbangan tertentu.

(3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], adalah sebagai herikut :

a. kepentingan Dacrah dalam rangka
1, Hari Besar Nasional dan Daerah;
2. Percepatan target penerimaan (akhir tahun);
dan/atau
3, Penggalian potensi piutang pajak daerah;
(piutang PBB-P2 limpahan Direktorat Jenderal
Pajak].



.

stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan
kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi
pembayaran; dan/ atau

kepentingan sosjal kemanusiaan.

(4) Dalam hal Keputusan diterbitkan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah sebagamana dimaksud pada avat

(1), harus mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

BAB 111
TATA CARA DAN FERSYARATAN PENGAJUAN

FERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan pengurangan atau

penghapusan  sanksi  administratif scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3] , harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut -

.

I (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT-FP2,
SKFD, SKPDKB atau SKPDKBT;

surat permohonan diajukan dalam bahasa
indonesia, paling sedikit memuat :

1. nama dan alamat Wajib Pajak dan alamat Objek
Pajak;

NPWPD dan/atau NOP:

jenis pajak;

jumlah sanksi administratif:

besar pengurangan yang dimohon; dan

N

alasan yang mendasari digjukannya
permohonan.

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya STPD, SPPT-P2, SKPD, SKPDKBE atau
SKPDKET kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan 'u:liiua: kekuasaannya;



(2]

(1)

2]

d. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak; dan

e. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajalk,
dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani
oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan

persyaratan sebagal berikut :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak dan
kuasanya jika dikuasakan,

b, surat kuasa jika dikuasakan,

¢, fotokopi STPD, SPPT-P2, SKFPD, SKPDKB atau
SKPDEBT;

d. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak,

&, surat pernyataan vang berisi alasan kekhilafan
Wajib Pajak; dan

f. bulkti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang
membuktikan adanya kekhilafan atan bukan karena
kesalahan Wajib Pajak.

Paszal 8

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratifl vang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dianggap bukan
sebagai permohonan schingga tidak dapat
dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan PCNgUrangan atau
penghapusan sanksi administratif tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu
14 {empatbelas) hari kerja sejak tangpgal diterimanya
permohonan, wajib memberikan jawaban secara tertulis
dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta
alasan vang mendasari kepada Wajb Pajak atau
Kuasanya jika dikuasakan.



(3)

Dalam  hal permohonan pengurangan  atau
penghapusan sanksi administratif tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permochonan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN

(1)

{2

(3

(4]

(5]

ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

Permohonan Wajibh Pajak atau kuasanyva vang telah
memenuhl persyvaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian
administrasi atau  penelitian lapangan apabila
diperlukan cleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau
pejabat yang ditunjuk dan dituangkan dalam Laporan
Hasil Penelitian.
Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti dengan
menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
berupa menerima seluruhnya, menolak atau menerima
schagian.
Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu
6 (tiga] bulan secjak permohonan dinyatakan lengkap,
wajib memberi keputusan atas permohonan Wajib
Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimalksud pada ayat
(4) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan,
maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan
dan diterbitkan keputusan scsual dengan permohonan
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir



dengan tetap melakukan kegiatan penelitian dan
menuangkannya dalam Laporan Hasil Penelitian.

Pasal 10
Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi
administratif, tidak dapat diberikan penghapusan sanksi
administratif dan sebaliknya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

pada tanggal 30 Sq}EEI'T‘ﬁ" 200G

m /CATLTR SUGENG SUSANTO 4

Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 30 SEPL'.EI'T'IE:EI" 2019
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR,

e

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR e
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